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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong pesatnya penggunaan layanan

pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah. Kemudahan

tersebut menimbulkan permasalahan hukum berupa penyalahgunaan data pribadi, terutama

penggunaan data kontak pihak ketiga dalam proses penagihan. Praktik seperti contact

injection, spam, robocall, dan intimidasi terhadap kontak non-darurat menunjukkan

adanya pelanggaran terhadap hak privasi. Kondsisi ini menimbulkan kebutuhan untuk

mengkaji bentuk penyalahgunaan data pribadi serta tanggung jawab hukum penyelenggara

aplikasi pinjaman online terhadap pihak ketiga.



3

GAP (Kebaharuan)

Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada perlindungan data pribadi debitur

sebagai pengguna pinjaman online. Sementara penyalahgunaan data kontak pihak

ketiga (kontak non-darurat) yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian

pinjaman masih belum dikaji secara khusus.

Penelitian ini menempatkan pihak ketiga (kontak non-darurat) sebagai subjek hukum

yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Selain mengidentifikasi bentuk dan

modus penyalahgunaan data, penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum

penyelenggara aplikasi pinjaman online berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi,

UU ITE, POJK, dan Kode Etik AFPI.
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Isu Hukum
Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara aplikasi pinjaman online atas
penyalahgunaan data pribadi pihak ketiga (kontak non-darurat) yang digunakan sebagai
sarana intimidasi dalam proses penagihan, padahal pihak tersebut tidak memiliki
hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman?
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Tujuan Penelitian
1. Menganalisis bentuk dan modus penyalahgunaan data pribadi dalam praktik

penagihan pinjaman online yang melibatkan teror atau intimidasi terhadap kontak
non-darurat.

2. Menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara aplikasi pinjaman online atas
penyalahgunaan data pribadi terhadap pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Indonesia.
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum
primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi, khususnya Pasal 16, Pasal 20, Pasal 35, dan Pasal 65, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 26 dan Pasal 27A, serta Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
Informasi dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
Indonesia (AFPI). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang
relevan Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studikepustakaan dengan menggunakan
penafsiran sistematis untuk menghubungkan ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU
ITE, POJK, serta Kode Etik AFPI sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
bentuk penyalahgunaan data pribadi dan tanggung jawab hukum penyelenggara aplikasi pinjaman
online terhadap pihak ketiga.
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Hasil Penelitian
A. Bentuk dan Modus Penyalahgunaan Data Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam praktik
penagihan pinjaman online dilakukan melalui empat modus utama, yaitu contact injection,
spamming dan blast message, robocall, serta rekayasa sosial (social engineering). Modus-
modus tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kontak non-darurat sebagai sarana
intimidasi untuk memberikan tekanan kepada debitur melalui keluarga, teman, maupun
rekan kerja yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman. Hal ini
menunjukkan bahwa praktik penagihan telah menyimpang dari tujuan pemrosesan data
pribadi dan bertentangan dengan prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, serta
perlindungan hak privasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
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Hasil Penelitian
B.Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman online tetap
bertanggung jawab atas penyalahgunaan data pribadi terhadap pihak ketiga karena
berkedudukan sebagai pengendali data (data controller) yang menentukan tujuan dan cara
pemrosesan data pribadi. Tanggung jawab tersebut mencakup pertanggungjawaban
administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, serta Kode Etik AFPI. Penyelenggara tidak dapat melepaskan tanggung jawab
dengan alasan tindakan dilakukan oleh debt collector, karena seluruh proses penagihan
merupakan bagian dari kegiatan operasional penyelenggara aplikasi pinjaman online.
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Kesimpulan
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam praktik
penagihan pinjaman online dilakukan melalui contact injection, spamming dan blast
message, robocall, serta rekayasa sosial yang menjadikan kontak non-darurat sebagai
sasaran intimidasi meskipun tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman.
Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan hak privasi.
Selain itu, penyelenggara aplikasi pinjaman online tetap bertanggung jawab secara
administratif, perdata, dan pidana atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan dalam
proses penagihan, karena penyelenggara berkedudukan sebagai pengendali data dan
bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi, termasuk yang
dilakukan oleh debt collector.
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